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Abstrak
Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ) mengatur tentang menyalakan lampu utama bagi pengemudi sepeda motor pada siang hari. Ketentuan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan pelanggaran dan tingkat kecelakaan yang sering terjadi khususnya yang sering menimpa sepeda motor. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum atas kewajiban untuk menyalakan lampu utama bagi pengemudi sepeda motor pada siang hari di Kota Surabaya, untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian serta upayanya dalam menerapkan Pasal 107 Ayat 2 UULLAJ. Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polrestabes Surabaya. Informan dalam penelitian ini yaitu Kasatlantas Polrestabes Surabaya dan pengemudi sepeda motor. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian resort kota besar Surabaya yaitu berupa teguran baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian ,yakni kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi ketentuan pada Pasal 107 ayat (2), serta kurangnya personel dari pihak kepolisian yang bertugas di pos penjagaan. Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian yaitu memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan menambah anggota personel polisi satlantas yang berjaga di jalan raya. 
Kata Kunci: Lampu Utama, Siang Hari, Sepeda Motor, Tilang, Pengetahuan dan Kesadaran.

Abstract
Article 107 paragraph (2) of Act No. 22 of 2009 about traffic and Road Transport (hereinafter UULLAJ) set about turning on the lights for the driver of the motorcycle during the day. This provision is expected to address the violation and the degree of an accident often happens particularly often override the motorcycles.The purpose of this research is to find out law enforcement over the obligation to turn on the lights for the driver of the motorcycle during the day in the city of Surabaya, to know the obstacles faced by the police as well as its efforts in applying Article 107 paragraph 2 UULLAJ. This research is a juridical sociological research. The location of this research was conducted in Surabaya Polrestabes. Informants in this study i.e. Kasatlantas Polrestabes Surabaya and the driver of the motorcycle. The conclusion of the discussion of this is law enforcement conducted police resort big city Surabaya, namely in the form of strikes are either written or unwritten. Constraints faced by the police, namely the lack of knowledge and awareness of the public to comply with the provisions in section 107 subsection (2), as well as the lack of personnel from the police who are on duty at checkpoints. The efforts made the police providing socialization and outreach to the community and increase the police personnel Member satlantas who kept vigil on the highway.






Indonesia termasuk dalam negara ke-4 setelah Amerika Serikat dengan jumlah penduduk yang cukup padat. Peningkatan jumlah penduduk tersebut dapat menimbulkan dampak bagi suatu negara, baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Selain meningkatnya jumlah penduduk yang dapat menimbulkan suatu dampak didukung dengan pesatnya teknologi yang berkembang saat ini sehingga menyebabkan kehidupan manusia tidak lepas dari teknologi tersebut, salah satunya adalah transportasi yang dapat mempermudah manusia dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.
Kendaraan bermotor di Indonesia yang mengalami tingkat pertambahan yang cukup tinggi yaitu kendaraan roda empat (mobil penumpang) dan sepeda motor. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor diatas disebabkan karena kendaraan tersebut mudah digunakan dan efisien untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Dari peningkatan tersebut dapat muncul permasalahan antara lain​[1]​: 1).Masalah lingkungan, masalah ini timbul dampak yang merugikan dengan adanya polusi udara, suara, air, baik sebagai akibat kendaraan maupun pabrik pembuat barang tersebut. 2).Bahan bakar, dalam hal ini bertambahnya jumlah kendaraan dijalan menuntut pula pertumbuhan pemakaian bahan bakar. Bahan bakar pada umumnya diproduksi dengan ongkos yang lebih besar dari harga jualnya sehingga pemakaian bahan bakar yang berlebihan dapat menghabiskan banyak devisa negara. 3). Kecelakaan, jumlah kecelakaan baik yang ringan maupun yang fatal dapat bertambah dikarenakan sebagai konsekuensi bertambahnya pertumbuhan kendaraan yang semakin meningkat. 4). Kemacetan, pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan kemampuan jalan untuk menampungnya dapat menimbulkan kemacetan yang akhirnya meningkatkan biaya yang dikeluarkan. Kemacetan juga mengurangi tingkat kenyamanan dan kecepatan kendaraan disamping mempercepat kerusakan jalan dan pemborosan.
Problematika lalu lintas yang sering dialami oleh pihak kepolisian yakni keramaian lalu lintas, pelanggaran terkait lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas. Ketiga problematika tersebut masih banyak terjadi di jalan raya, terutama kecelakaan di jalan yang terjadi akibat lalainya pengemudi dalam berlalu-lintas. 
Kendaraan yang paling banyak mengalami kecelakaan lalu lintas adalah kendaraan sepeda motor yaitu sebesar 60%. Salah satu faktor sering terjadinya kecelakaan pada sepeda motor yaitu disebabkan masih banyaknya pengendara yang kurang berhati-hati dalam berlalu-lintas serta tingkat kepatuhan mereka terhadap aturan yang ada kurang ditingkatkan. Dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menggantikan Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebutUULLAJ) diharapkan mampu meminimalisir pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di Indonesia. Dalam UULLAJ ini ditambahkan ketentuan baru yaitu terdapat pada Pasal 107 yaitu: Ayat (1):  (Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.) Ayat (2):      (Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.)
Alasan mengapa hanya sepeda motor yang diharuskan untuk menghidupkan lampu utama pada saat siang hari karena sepeda motor merupakan objek yang mudah dan cepat berpindah, sehingga diperlukan kecekatan pengemudi lain untuk dapat melihat laju gerak sepeda motor yang dibantu dengan adanya pantulan lampu yang dinyalakan. Tetapi, Setelah munculnya ketentuan yang dimaksud pada Pasal 107 ayat (2) UULLAJ, timbul berbagai macam kontroversi di kalangan masyarakat karena menurut mereka kecelakaan yang terjadi bukan karena kendaraan roda dua saja dan juga lampu utama pada kendaraan roda dua itu tidak ada hubungan nya dengan kecelakaan yang sering terjadi.
Di negara Eropa sistem DRL ini sudah di berlakukan sejak lama dan terbukti dapat mengurangi angka kecelakaan yang terjadi. Sebab dengan menyalakan lampu utama pada saat siang hari itu dapat mempermudah pengemudi lain untuk melihat jarak pandang dan pantulan cahaya yang muncul dari kaca spion mereka sehingga dapat tetap menjaga posisi aman di dalam berkendara. Pentingnya DRL ini yaitu​[2]​: 1. Kehadiran pengemudi mudah dilihat oleh pengemudi lain meskipun dari jauh karena adanya pantulan lampu. 2. Dapat melihat ada kilasan atau sinar cahaya yang membuat perhatian pengemudi mengarah ke cahaya tersebut. Karena reaksi yang paling cepat dan mudah diterima oleh Indra manusia adalah pengelihatan dan pendengarannya. 3. Dengan adanya pantulan lampu dapat mempercepat pengemudi lain untuk merefleks gerak saraf pengelihatannya sehingga kecelakaan bisa dihindari. 4. Sepeda motor adalah objek benda yang cepat sekali berpindah. Maka dibutuhkan kecekatan untuk mendeteksi keberadaan motor lainnya. Salah satunya terbantu oleh bias lampu kendaraan bermotor yang menyala. 5. Dapat memperlancar kinerja kelistrikan dalam sepeda motor sehingga aki motor bisa bekerja secara stabil dan tidak boros aki.
Surabaya sebagai salah satu Kota metropolitan dan merupakan Kota terbesar serta terpadat kedua setelah Jakarta yang menjadikan Kota Surabaya sebagai salah satu Kota yang mengalami permasalahan serupa yaitu sering terjadi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, utamanya sering terjadi tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi roda empat dan roda dua. 
Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Kota Surabaya bermacam-macam, salah satunya adalah pelanggaran Light On atau tidak menyalakan lampu utama khususnya pada saat siang hari bagi pengemudi sepeda motor. Tujuan dari dibuatnya ketentuan ini yaitu agar dapat mempermudah pengemudi lain untuk melihat adanya sepeda motor yang melintas karena adanya bias pantulan lampu sehingga kecelakaan yang sering terjadi bisa sedikit diatasi. 
Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penegakan hukum terhadap Pasal 107 ayat (2) UULLAJ tersebut terkait dengan kewajiban atas menyalakan lampu utama pada siang hari bagi pengemudi sepeda motor karena disamping melihat ketentuan ini adalah ketentuan baru ternyata masih banyak juga yang belum mematuhi, padahal tujuan dari pembentukan Pasal ini yaitu untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang sering terjadi dan menimpa pengemudi sepeda motor. 
Perlunya suatu penegakan hukum yang dilakukan pihak Kepolisian atas kewajiban menyalakan lampu utama bagi pengemudi sepeda motor pada siang hari mengingat masih banyaknya jumlah kecelakaan yang menimpa pengemudi roda dua. Pihak Kepolisian dalam menegakkan hukum tersebut tentunya tidak lepas dari suatu kendala yang dihadapi, untuk mengatasi kendala yang muncul dalam menegakkan hukum, maka pihak Kepolisian perlu melakukan suatu upaya untuk mengatasi kendala yang muncul dalam menegakkan Pasal 107 ayat (2) UULLAJ.
Evaluasi ini perlu dilakukan karena Pasal 107 ayat (2) UULLAJ ini belum sepenuhnya dipatuhi oleh pengemudi sepeda motor serta masih banyak masyarakat yang belum mengerti akan pentingnya menyalakan lampu utama pada siang hari.
METODE
Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian yuridis sosiologis​[3]​. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun melihat bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu diterapkan di masyarakat. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah analisis hasil penelitian yang menciptakan data deskriptif analisis yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang sesuai dengan kenyataan yang diteliti serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.​[4]​
	Adapun Jenis Data Penelitian ini meliputi Data Primer yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, yang termasuk data primer adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pihak terkait yaitu Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya khususnya kepala atau anggota di bidang lalulintas dan wawancara dengan pengemudi sepeda motor yang tidak menghidupkan lampu utama pada saat siang hari. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kajian peraturan Undang-undang yang terkait, literatur maupun jurnal skripsi. Teknik Pengumpulan Data melalui wawancara, yang dilaksanakan secara bebas dengan menggunakan pedoman wawancara dan mencatat secara sistematis. Kemudian dokumentasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang berbagai macam dokumen (arsip) yaitu dokumen mengenai pelanggaran lalu lintas yang ada di Polrestabes Surabaya. 
Teknik Analisa Data yang didapatkan di dalam penelitian selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif yang dimana peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk dapat memberikan gambaran atau penjelasan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya​[5]​.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Satuan Polisi lalu lintas Polrestabes Surabaya atau yang dikenal dengan Satlantas Polrestabes Surabaya merupakan salah satu kesatuan pada jajaran Polrestabes Surabaya mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang ketertiban, keamanan didalam berlalu lintas. Wilayah/Gedung Polrestabes berlokasi di Jalan Taman Sikatan 1 Surabaya, dibangun pada tahun 1850 yang dulunya bangunan ini bernama Hoofdbureau vaan Polities yang dikenal oleh masyarakat dengan nama Hobirro. Pada Jaman Jepang dipakai sebagai tempat utama/markas para pasukan Polisi Istimewa Kota Besar Surabaya dan saat ini juga dipakai sebagai markas besar Polrestabes Surabaya. Wilayah/kawasan hukum Satlantas Polrestabes Surabaya menaungi 23 (dua puluh tiga) Polsek yang ada di wilayah Surabaya.
Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan mengatur mengenai ketentuan-ketentuan dalam berkendara di jalan raya, termasuk ketentuan baru yang terdapat pada Pasal 107 ayat (2) UULLAJ yaitu harus menyalakan lampu utama pada saat siang hari bagi pengemudi sepeda motor, dengan menyalakan lampu utama pada siang hari otomatis dapat mempermudah pengemudi lain untuk melihat adanya sepeda motor yang melintas karena adanya bias pantulan lampu, hal itu ditegaskan oleh Aiptu Maksum selaku Kepala Unit GAR Tilang Polrestabes Surabaya. Selain itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti kepada bapak Maksum, beliau menyebutkan mengenai batasan waktu yang digunakan dalam UULLAJ memang didalamnya tidak dijelaskan secara tersurat, namun batasan waktu siang hari dalam UULLAJ ini adalah dengan menggunakan sistem siang hari dan malam hari saja. Artinya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 107 ayat (2) UULLAJ ini yang dimaksud siang hari adalah waktu terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari.
Penegakan hukum yang dilakukan di Unit GAR Tilang Polrestabes Surabaya dalam upaya menegakkan Pasal 107 Ayat (2) UULLAJ yang beralamatkan di Jalan Ikan Kerapu 2-4 Surabaya pada, dimana wawancara dilakukan dengan informan yaitu Aiptu Maksum selaku Kanit (Kepala Unit) GAR Tilang Polrestabes Surabaya, dalam hal penegakan hukum Pasal 107 Ayat (2) tersebut dilakukan dengan melalui upaya preventif dan upaya represif. 
Penegakan hukum berupa upaya preventif yang dilakukan kepolisian Resort Kota Besar Surabaya yaitu dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat baik itu secara terorganisir maupun tidak terorganisir semenjak diberlakukannya UULLAJ pada tahun 2009. Pemberian penyuluhan dan sosialisasi ini dilakukan kepolisian untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya berhati-hati dalam berlalu-lintas serta selalu menaati rambu-rambu jalan yang ada dan tidak bersikap arogan saat mengendarai kendaraan di jalan raya. Pemberian sosialisasi ini dilakukan melalui media komunikasi dengan memberikan pesan suara melalui lampu merah pada tiap-tiap jalan dan media gambar dengan memasang spanduk atau pamflet mengenai anjuran dan larangan serta pentingnya mengutamakan keselamatan dalam berlalu-lintas. 
Terkait penegakan hukum berupa upaya represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, bapak Aiptu Maksum selaku Kanit GAR Tilang Polrestabes Surabaya menjelaskan bahwa dalam hal penegakan hukum secara represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan memberikan penindakan berupa teguran tertulis maupun teguran tidak tertulis terhadap pelanggar yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari, hal ini bertujuan agar pengemudi sepeda motor tidak mengulangi perbuatannya dengan tidak menyalakan lampu utama. Teguran ini kami berikan pada saat jalan dalam keadaan ramai/macet yang menyebabkan polisi yang berjaga tidak dapat memberikan penindakan berupa tilang, hanya berupa teguran secara tidak langsung.
Penindakan lain yaitu dengan melakukan penindakan dengan memberikan blangko tilang terhadap pelanggar yang tidak menyaalakan lampu utama pada siang harii yang dimana penindakan menggunakan blangko tilang ini dilakukan pihak kepolisian yaitu dengan 2 proses, yaitu hunting system dan sistem stasioner, dimana sistem hunting system biasanya dilakukan secara personal oleh setiap anggota Unit Satlantas Polrestabes Surabaya di pos penjagaan, pelanggar yang ditindak petugas dengan system ini akan dibuatkan blanko tilang dengan jenis sita SIM atau STNK atau kendaraan bermotor selanjutnya diperintahkan untuk hadir di pengadilan sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh penyidik, sedangkan sistem stasioner biasanya dilakukan secara bersama-sama dengan jumlah personel banyak dalam wadah operasi skala besar. Operasi yang dilakuan pihak kepolisian ini sudah terjadwal demi kenyamanan dan keamanan di jalan raaya. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada bapak Aiptu Maksum selaku Kanit Gakkum Polrestabes Surabaya menjelaskan bahwa masih banyak pengemudii sepeda motor yang belum patuh untuk mennyalakan lampu utama pada saat siang hari karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai tata tertib berlalu-lintas dan masih kurangnya tingkat kesadaran baik dari pengemudi itu sendiri maupun dari pengguna jalan lainnya, serta tidak mengertinya masyarakat tentang pentingnya menyalakan lampu pada siang hari bagi pengemudi sepeda motor setelah diberlakukannya UULLAJ yang baru. Kendala lain yang dihadapi kepolisian dalam hal ini yaitu kurangnya personel dari kepolisian khususnya personel dari Satlantas Polrestabes Surabaya yang berjaga di pos-pos penjagaan di sekitar wilayah Surabaya yang menyebabkan belum dapat ditegakannya ketentuan Pasal 107 ayat (2) UULLAJ. Disamping itu, masih rendahnya pemberian denda yang terhadap pelanggar juga merupakan salah satu kendala sehingga menyebabkan tidak adanya efek jera pelaku pelanggaran dan memungkinkan pelaku pelanggaran tersebut untuk mengulangi perbuatannya kembali. Diperlukannya sanksi yang berat dan dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar agar tidak mengulangi perbuatannya sehingga Pasal 107 Ayat (2) ini bisa di tegakkan.
Apabila melihat kendala yang dihadapi pihak Kepolisian diatas, maka berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan peneliti pada saat melakukan wawancara kepada bapak Aiptu Maksum, beliau menjelaskan terkait upaya yang telah dilakukan pihak kepolisian dalam menghadapi kendala tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat secara langsung baik itu terorganisir atau tidak terorganisir  yang bertujuan untuk meningkatkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat atau pengguna jalan akan pentingnya menjaga keselamatan berlalu-lintas dan mematuhi peraturan yang ada. Meskipun sosialisasi yang dilakukan Kepolisian tersebut belum dapat mengena sepenuhnya kepada masyarakat. Selain itu, pihak kepolisian juga menambahkan anggota personel polisi yang berjaga pada pos penjagaan mengingat makin banyaknya jumlah pelanggaran di karenakan kurangnya personel yang berjaga dan memberikan pengawasan kepada pengguna jalan.
Polisi selaku aparat penegak hukum wajib mencegah terjadinya pelanggaran. Serta hukuman yang diberikan dapat memberi efek jera terhadap pelaku pelanggaran. Jika dilihat dari penyebab tidak dapat tegaknya Pasal 107 ayat (2) UULLAJ maka hal yang menghambat penegakan hukum itu adalah sikap dari pihak kepolisian saat bertugas yang membiarkan terjadinya pelanggaran yang terjadi dan kurangnya inovasi dalam penegakan hukum. 
Pelanggaran lalu lintas terkait dengan penyalaan lampu utama pada saat siiang hari bagi pengemudi sepeda motor tergolong dalam tindak pidana ringan (Tipiring/tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya) dengan pengadaan acara pemeriksaan tipiring melalui prosedur yang lebih sederhana. Dalam perkara pelanggaran lalu lintas ini secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dan secara khusus diatur dalam UULLAJ. Barangsiapa yang melanggar ketentuan pada Pasal 107 ayat (2) UULLAJ dikenakan sanksi pidana berupa sanksi pidana kurungan paling lama 15(lima belas) hari atau dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp.100.000,.(seratus ribu rupiah) sesuai dengan Paasal 293 ayat (2) UULLAJ. Sanksi yang diberikan tergantung dari penetapan hakim.
Polisi mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang secara khusus diatur dalam Pasal 260 Ayat (1) UULLAJ. Penindakan atas pelanggaran lalu lintas tersebut kemudian diproses berdasarkan ketentuan pada Paragraf 2 tentang Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 267 UULLAJ dengan alur peradilan cepat atau rol yaitu mulai dari proses penyidikan, pelimpahan ke Pengadilan setempat, sampai dengan dikeluarkannya penetapan hakim yang yang berupa penetapan pidana denda kepada pelanggar lalu lintas. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Maksum selaku Kanit GAKKUM Lantas, penindakan yang dilakukan pihak kepolisian dalam hal adanya pelanggaran lalu lintas yaitu meliputi penegakan hukum melalui upaya represif dengan melakukan penindakan kepada pengguna jalan khusunya pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan Pasal 107 ayat (2) UULLAJ dengan memberikan teguran tertulis ataupun tidak tertulis. Teguran tersebut merupakan cara yang dilakukan kepolisian dengan menggunakan sistem Perlakuan (Treatment) berdasarkan penerapan hukum, yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan. 
Pemberian teguran secara tidak tertulis merupakan bentuk perlakuan kepolisian dengan tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, pihak polisi menganggap bahwa suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan. Sedangkan teguran tertulis merupakan bentuk perlakuan polisi dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku pelanggaran, hanya saja memberikan suatu peringatan agar si pelaku pelanggaran tersebut tidak mengulangi perbuatannya kembali.
Selain memberikan tindakan teguran, polisi juga memberikan tindakan tilang kepada pengemudi sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari. Pemberian tindakan tilang tersebut sudah sesuai dengan Pasal 260 ayat (1) UULLAJ. Tilang merupakan pemberitahuan tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat dimana dia harus menghadap ke Pengadilan yang dicatat dengan baik oleh penyidik dalam hal ini polisi lalu lintas. Pemberian tindakan tilang tersebut merupakan bentuk perlakuan dari kepolisian dengan menggunakan metode penghukuman dikarenakan pelanggaran yang dilakukan sudah tidak dapat di kategorikan sebagai pelanggaran ringan.
Berdasarkan (5) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, terdapat (3) tiga faktor yang mempengaruhi terhambatnya penegakan hukum pada Pasal 107 ayat (2) UULLAJ yaitu faktor hukum itu sendiri (Undang-undang) yaitu dalam hal ini dengan adanya UULLAJ tersebut harusnya dapat mengurangi tingkat pelanggaran dan kecelakaan yang sering terjadi akibat tidak menyalakan lampu utama pada siang hari tetapi masih banyak pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang tidak menyalakaan lampu utama pada siiang hari dan sanksi yang diberikan dalam UULLAJ masih terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar lalu lintas. Sehingga dibutuhkan sanksi yang lebih berat sehingga pelanggaran bisa dikurangi. Sanksi maksimal seharusnya dapat diterapkan oleh pihak kepolisian untuk dapat mengurangi jumlah pelanggaran yang terjadi.
Hambatan lainnya didalam peneggakan hukum adalah faktor penegak hukum itu sendiri dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Penegak hukum merupakan orang yang secara langsung mengurusi dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup penegakan hukum itu saja tetapi juga pada penjagaan kenyamanan dan kemaslahatan bersama. Penegak hukum merupakan golongan yang menjadi panutan di masyarakat, yang seharusnya memiliki kemampuan/skill tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat.​[6]​ Kurangnya personel kepolisian yang sedang berjaga di jalan juga merupakan kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian hanya bersikap pasif dalam penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang tidak menghidupkan lampu utama pada siang haari, sikap pasif itu adalah pihak Kepolisian hanya menunggu pelanggaran yang terjadi kemudian melakukan teguran dan penilangan. 
Faktor yang terakhir yang menjadi kendala yaitu faktor dari masyarakat sendiri. Masyarakat jelas berperan dalam penegakan hukum karena penegakan hukum itu sendiri digunakan sebagai alat untuk mencapai kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Melanggar ketentuan pada Pasal 107 (2) merupakan perbuatan yang melawan hukum. Hasil wawancara dengan bapak Maksum yang telah jelaskan oleh peneliti sebelumnya, pihak kepolisian mengalami kendala karena semakin banyaknya pelanggar lalu lintas khususnya tidak menyalakan lampu utama pada siang hari karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap UULLAJ yang sudah disahkan dan di sosialisasikan kepada masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketentuan pada Pasal 107 ayat (2) juga merupakan kendala yang dialami pihak kepolisian dalam menegakkan hukum, sehingga walaupun sudah ditindak oleh polisi, di kemudian hari mereka cenderung mengulangi perbuatannya kembali. Disamping itu, masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap berlakunya UULLAJ ini yang menyebabkan masih banyaknya tindak pelanggaran yang sering terjadi. Masyarakat juga kurang mengerti akibat yang diterima apabila mereka masih tidak mematuhi ketentuan sebgaimana dimaksud pada Pasal 107 ayat (2) UULLAJ. Dibutuhkan sebuah komunikasi yang dilakukan oleh polisi kepada masyarakat terhadap ketentuan ini sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak kepolisian dan masyarakat karena kurangnya komunikasi yang dilakukan.
Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam menghadapi kendala yang ada, pihak Kepolisian melakukan upaya dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat baik secara terorganisir maupun tidak terorganisir semenjak diberlakukannya UULLAJ pada tahun 2009. Pemberian penyuluhan dan sosialisasi ini dilakukan kepolisian mengingat masih kurangnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam mematuhi peraturan yang ada khususnya mematuhi peraturan yang ada pada Pasal 107 Ayat (2), tindakan upaya dengan memberikan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya berhati-hati dalam berlalu-lintas serta selalu menaati rambu-rambu jalan yang ada dan tidak bersikap arogan saat mengendarai kendaraan di jalan raya serta diharapkan tidak adanya lagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam berlalu-lintas. 
Pemberian sosialisasi tersebut dilakukan dangan cara moralistik yaitu dilakukan dengan membina mental spriritual yang bisa dilakukan oleh para ulama atau para pendidik, menyebar luaskan ajaran-ajaran agama serta moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-prasarana lain yang dapat menahan nafsu untuk berbuat jahat. Cara tersebut dilakukan dengan menggunakan media komunikasi melalui pesan suara yang ada pada tiap-tiap lampu merah yang ada di setiap jalan di wilayah Surabaya dan media gambar dengan memasang spanduk atau pamflet mengenai anjuran dan larangan serta pentingnya mengutamakan keselamatan dalam berlalu-lintas, sehingga masyarakat lebih paham dan dapat sadar akan ketentuan tentang berlalu-lintas. 
Upaya lain yang dilakukan pihak kepolisian Polrestabes Surabaya untuk menghadapi kendala yang ada yaitu dengan menambah jumlah personel yang berjaga pada pos-pos penjagaan di wilayah Surabaya. Hal ini dilakukan karena mengingat jumlah kendaraan yang semakin banyak maka harus ditambah personel polisi satlantas Surabaya yang berjaga untuk dapat memberikan pengayoman, perlindungan dan keamanan bagi masyarakat serta dapat lebih memberikan pengawasan di jalan raya. 
Upaya yang belum dilakukan pihak kepolisian dalam menghadapi kendala adalah masih belum diberikannya sanksi yang maksimal dan memberatkan bagi para pelanggar sehingga pelanggar tersebut cenderung akan mengulangi perbuatannya kembali dan tidak memberikan efek jera.
PENUTUP
Simpulan
Penegakkan hukum terkait pelanggaran lalu lintas Pasal 107 ayat (2) yang dilakukan oleh Polisi Resor Kota Besar Surabaya mengenai menyalakaan lampu utama pada saat siang hari bagi pengemudi sepeda motor adalah dengan melakukan penindakan  berupa teguran tertulis/tidak tertulis atau juga berupa tilang dengan memberikan Blanko tilang kepada pelanggar yang kemudian di perintahkan hadir dan mejalani sidang ke Pengadilan Negeri setempat dengan diproses berdasarkan ketentuan pada Paragraf (2) tentang Taata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 267 UULLAJ dengan alur peradilan cepat atau rol yaitu mulai dari proses penyidikan, pelimpahan ke pengadilan setempat, sampai dengan dikeluarkannya penetapan hakim yang berupa penetapan pidana denda kepada pelanggar lalu lintas.
Kendala yang dihadapi pihak kepolisian yaitu jika dilihat dari teori yang di jelaskan oleh Sooerjono Soekanto bahwa faktor yang mempeengaruhi penegakan hukum yaitu salah satunya adalah faktor masyarakat dalam hal ini pengguna kendaraan bermotor, masih kurangnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap UULLAJ yang merupakan kendala terhadap penegakan hukum Pasal 107 ayat (2) UULLAJ. Selain faktor masyarakatnya, terdapat faktor lain yaitu dari faktor penegak hukum atau dalam hal ini Polisi, dengan semakin sedikitnya personel Polisi Satlantas yang berjaga yang menyebabkan tingkat pelanggaran belum dapat diatasi. Serta dari fakor hukum itu sendiri atau dalam hal ini sanksi yang diberikan dalam UULLAJ masih terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar, pemberian sanksi yang maksimal seharusnya diberikan oleh polisi agar pelanggar tersebut tidak mengulangi perbuatannya kembali.
Upaya yang dillakukan pihak kepolisian dalam menhadapi kendala yang ada yaitu dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan baik terorganisir maupun tidak terorganisir menggunakan cara moralistik kepada masyarakat terhadap berlakunya UULLAJ. Pemberian sosialisasi ini dilakukan melalui media komunikasi melalui pesan suara yang ada pada setiap lampu merah yang ada di jalan raya sekitar wilayah Surabaya dan media gambar dengan memasang spanduk atau pamflet mengenai anjuran dan larangan serta pentingnya mengutamakan keselamatan dalam berlalu-lintas. Serta menambahkan personel Kepolisian yang berjaga pada pos penjagaan.
Saran
Pihak kepolisian seharusnya lebih intensif dan professional dalam memberikan tindakan represif yang lebih tegas dengan cara memberikan sanksi paling berat atau denda maksimal dari hukuman yang berlaku dalam Pasal 107 Ayat (2) UULLAJ yang ditujukan kepada pengemudi sepeda motor, sehingga tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi sepeda motor dapat diatasi.
Masyarakat seharusnya bisa melaksanakan dan berperilaku tertib berlalu lintas serta mempunyai kesadaran untuk tidak berbuat pelanggaran khususnya melakukan pelanggaran terkait ketentuan pada Pasal 107 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap pengemudi sepedaa motor harus menyalaakan lampu utama pada siang hari. Masyarakat seharusnya juga menyadari apabila melanggar dengan tetap tidak menyalakan lampu utama pada siang hari, maka akan merugikan orang lain serta mereka akan diberikan sanksi yang tegas oleh kepolisian baik itu berupa teguran maupun tilang.
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